BUPATI PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR TAHUN = -Z
TENTANG

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Purworejo, diperlukan komitmen
pelaksanaan budaya integritas secara konsisten
dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo
diperlukan pengendalian atas tindakan korupsi;

bahwa untuk memberikan pedoman dan
landasan hukum dalam pencegahan,
pendeteksian dan respon atas tindakan korupsi di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo,
diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
inidotiesia Tahiv 2014 Nowior 244, Tatibahati
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana télah diubah bebérapa Kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta _Kerja Menjadi, Undang—Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia’ “Tahun
2022 Nomdr 238);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang S1stem Pengendahan Intern Pemermtah
2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara
Republik Iﬁdﬁﬂé‘s;i‘a Noiiiot 4890);

-. MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG  KEBIJAKAN
ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB1I
- KETENTUANUMUM -~
Pasal 1 ;

Dalam Peraturan Bupst ini yang dimaksud dengan: g

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. |

2. Pemmgrinital Dagral adalah Bupati sebagal ufisuf pefiyelenggaia
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupali adalah Bupali Purworéjos

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
penierinitahan yang tienjadi kewesiangan Daeral.

5. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, wakil Bupati, aparatur
sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan pejabat lain
vang fungsi dan tugas pokoknyd berkditan dengan
penyelenggaraan  pemerintahan daerah sesuai dengan =
keténtuan peratiiran pérundang-uhdangan. [

6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak |
jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau
mengakibatkan kerugian dengan cara menipu; memperdaya;
atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan
yang berlaku.

7. Korupsi adalah tindak pidaria sebagaiffana disaksud dalar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang tindak pidana korupsi.




8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan

dan / atau Daerah

9. Nepotismeé adalah setiap peérbuatan Pényelehggara Daerah
secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan
keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat; bangsa; dan negara:

10. Pengendalian Korupsi adalah, proses yang, didesain dan
diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah mendeéteksi,
dari migtespon risiko dan Kejadisn Korupsi.

11.Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode
dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk
metnghdlarnigi terwujudnya dtau timbulnya faktor risiko, den
penyebab risiko Korupsi.

12.Deteksi adalah keseluriihan updys, cara, daii nietode dalaii
mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk
mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan
dah keterjadian Korapsi.

13.Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam
mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk
menurunkan  tingkat kemungkinan kejadign  dan/atau
menurunkan tingkat dampak kejadian Korupsi yang akan,
sedang atau telah terjadi.

14. Bdukatif ddalahi  upsaya pencegahan yang fokus pada
peningkatan kesadaran risiko Korupsi serta pengembangan
sikap dan perilaku antikorupsi melalui upaya péndidikai,
pelatihan dan pembelajaran.

15. Preemtif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifainya
mendahului sebelum timbul faktor risiko; sumber risiko dan
penyebab risiko Korupsi.

16.Penangkalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat
berlangsung aksi berbust Kdrups: yarg teriderntifikasi melalui
upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.

17.Penggentaran atau Deterensi adalah upaya pencegahan yang
sifatnya meningkatkan keiuinghkinan suati Korupsi terdeteksi
dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras

_ dan tegas sehifigga menimbiilkan rasa takut unfuk berbuat.
18.Inspeksi Mendadak adalah pemeriksaan secara langsung
tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang
dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan:

19. Probity Audit adalah penjaminan/assurance yeng diberikan oleh
auditor probity untuk melakukan pengawasan independen
terhiadap SuAtl  proses pengadaar | bararg/jass, dan
memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai
apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan
persyaratan kejujuran (probily requirenient), yakni telah
mematuhi prosedur pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan
yarig berlaku, sertd memenuhi Pprinsip-prinsip dai etika
pengadaan barang/jasa.

20. Reviu Pengadaan Barang/Jasa adalah penelaahan ulang bukti-
bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan




sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan.

51.Pengawasan Berkelanjutan ddalah selurilh piroses keglata.n
yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini
Inspektorat, untuk membeérikan keyakinan yang mémadai
sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang
dilakukan secara berkelanjutan.

99, Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja
Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu
dalam kegiatan.

23. Penigawasan Interii Berbasis Risiko adaldh metodologi yang
menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja
manajemen risiko suatu organisas:

24 Audit Investigatif adaleli proses méngari, ménemukar,
mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-
bukti secara sisteindatis oleh pihak yang komipeten dan
independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang
sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau
Tujuan spesifik lainhiya sesuai peraturan yang berlaku.

25.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum kepada aparatur sipil
tiegard karena melanggar perdaturan disiplin aparatur sipil

negara.

26.Pemulihan Aset (Asset Recovery) adalah kegiatan pelacakan,
pembekuan, penyitadn; perampgsar,
pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset hasil
Korupsi.

37.Reframing Budaya tindakan mienggeser budeya deri budsya
negatif ke budaya positif.

28.Unit Péngendalian KoFupsi adalah umit yang dibentik untuik
melakukan pengendalian atas jenis Korupsi tertentu, seperti
unit pengendalian gratifikasi (UPG).

29. Satuan Tugas Pengendalian Korupsi adalah satuan tugas yang
dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis Korupsi
tertentu, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

30. Pertildian Risiko Korupsi atdu Fraud Risk Assessiient (FRAJ
adalah serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi
risiko Korupsi.

31.Risiko Kortupsi adalah keturgkinian terjadinys Korupsi dan
dampak potensial jika terjadi.

32.Daftar dan Peta Risiko Korupsi adalah dokumen ¥yang
dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko
Korupsi.

33. Pihak Ketiga adalah individu; organisasi dan entitas lain yang
berhubungan dengan Pemerintah Daerah, baik hubungan yang
bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

34. Sisterit Pelaporatl Pelatiggaran (Whistlebloiing System) adalah
sistem  yang mengelola atau mengatur tata cara
pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan
hukum, perbuatan tidak elis/tidak semestinya, pelanggaran
terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk
menigoptimalkani peran SértA para Stakeholder dan pikiak




T

lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran
yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BABII

(1) Peraturan  Bupati ini ~ dimaksudkan  untuk memberikan
pedoman kepada Penyelenggara Daerah dalam memahami dan
meétigéndalikan Korupsi di lingkungan Pemerintah Deerak.

{2) Peratutaii Bupati inid bertujudi uiituk:

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara
Daerah tentang Korupsi;

b. meéhingkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap
ketentiian larangan melakukan Korupsi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang
transparan  dan  akunitgbel di lingkungan Pemerintahi
Daerah;

d. membangun integritas Penyelenggara Daerah yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Koltisi dan Nepotisme;

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas

. penyélenggaraan pelayanan piiblik di Pémérinitah Dagfah; dan

f mewujudkan manajemen pemermtahan Daerah yang
antifraud (Fraud Risk Management).

Pasal 3

(1) Setiap Peniyelenggard Dagrgls mierolak segala Kecuratigan darnf
atau Korupsi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(2) Kebijakan pengendalian Korupsi dilaksanakan bagi seluruh
Perangkat Daerah, Badan Usahg Milik Daerah, dan unit layanan
laititiyd di lingkurigan Petnerititah Daerah.
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STRATEGI PENGENDALIAN KORUPSI
DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KORUPSI

Bégiﬁi’i Kesatu
Strategi Pengendalian Korupsi

Pasal 4

(1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan Korupsi terdiri




(3)

(4)

)

a. pencegahan;
b. deteksi; dan
c. Tespoil.

Strategi Péncegahan sebagaithana dimaksud pada ayat (1) haruf

a dapat berbentuk:
a. edukatif;
b: preemtif;

c. penangkalan; dan
d. penggentaran atau deterensi.

Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf b
dapat berbentuk:

iispeksi méndadak;

probzty audit;

A0 TUp

pengawasan berkelan_]utan dan pemantauan berkelanjutan;
dan
e. peéngawasan intern berbasis risiko.

Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf c
dapat berbentuk:

audit Investigatif;

pengenaan hukuman disiplin;

pemiuliliai aset;

reframing budaya;

pelaporan kepada instansi yang berwenang.

P ROEP

Pelaksanaan strategi Pengendalian Korupsi sebagaimana pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-
masing bentuk kegiatan.

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian Korupsi

Pasal 5

Lingkiingan Petigendalian Koruipsi melipiiti:

@ e Qe ot p

(1)

komitmen jajaran pimpinan;

budaya antikorupsi;

kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi;

unit pengendalian korupsi;

penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment);
manajemen pihak ketiga; dan

sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System).

Pasal 6

Wujtid komitmen pimipinan sebdgaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf a dapat berbentuk:

4. sikap daii perilaku yang baik sehingga dapat metijadi cofitoh
dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;




b. deklarasi antikorupsi yang dituangkan secara tertulis dan
diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal
dani eksterrial ‘Pemgrititah Daerah;

c. mewajibkan seluruh pegawai —membuat dan/atau
meénandatangani pakta inlegritas atau surat pérnyataan fidak
melakukan korupsi;

d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya
pengendalian Korupsi; baik sumber daya manusia;
infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan;
dan

g melakikan respon yang tegas atgs sepala tindakan Korupsi
vang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Deklsrssi antikorupsi sebagaimana dimaksud pada gyat (1) huruf
b dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh
Peirierifitah Dagrah.

Pasal 7

Budaysa antikorupsi sebeagaimaia dimaksud dalam Pesal 5§ huruf b

dapat berbentuk:

4. perivafigan komiitinen antikorupsi ke dalaii visi, imiisi, tujuai,
sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;

b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan
kritéria mengenai perilak Korupsi; dan

c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran
yang dilakukan

Pasal 8

Kebijakari dan prosedur pengendalian Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c¢c merupakan petunjuk teknis,
petunjuk pélaksanaan, pandusn, prosedur Keégiatan bakd atau

dokumen desain pengendahan Korupsi lainnya.
Pasal 9

(1) Unit Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf d berbentuk Satuan Tugas Pengendalian Korupsi.

(2) Satuan Tugas Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} terdiri atas:
4. Satiuan Tugas Pengendalian Kottipsi tingkat Kabupaten; dan
b. Satuan Tugas Pengendahan Korupsi tingkat Perangkat
Daérah.

3) Satuan 'Tugas Pengendalian Korupsi tingkat kabupaten

a penanggung Jawab Bupati

b. koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
<. kétia ! [nspEKTUT Daérah Kabupaten PUrworejo;
d. sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten

Purworejo;




(4)

(5)

(6)

(8)

)

e. anggota : 1. kepala Perangkat Daerah yang

membidangi kepegawaian;

3. kepala  Perangkat Daerah  yaing
membidangi perencanaan dan
pembafiginan Daerah]

3. kepala Perangkat Daerah yang
membidangi penegakan  peraturan
Paerah dan  peraturan  Bupati
penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, dan perlindungan
mdsyarakat; ) )

4. kepala bagian hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo; dan

5. kepala bagian organisasi Sekretgriat
Daerah Kabupaten Purworejo.

Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. penahggung jawab : kepala Perangkat Daerah;

b. ketua : sekretaris Perangkat Daerah;
c. sekretaris : pejabat administrator pada Perangkat
Daerali;
d. anggota : 1. pejabat administrator pada Perangkat
Daerah;
3. pejabat perigawas pede Perangkat
Daerah.

Tugas utama Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
melakukan fungsi koordinasi; monitoring dan evaluasi
pengendalian Korupsi tingkat kabupaten. -

Tugas utdmd Satusan Tugds Pengenddlian Korupsi  tingkst
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
melakukan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi

pengendaltian Koilipsi tingkat Perangkat Daerah.

Pembentiikan, sisunai keanggotaan, fiigas dan fungsi Satuan
Tugas Pengendahan Korupsi tingkat kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Bupati:

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan
Tugas Pengendahan Korups1 tmgkat Perangkat Daerah

Keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berjalan bersamaan dengan
pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.




(2) Daftar dan peta risiko Korupsi harus menjadi dasar untuk
merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif

dtas programi dan kegiatan Pemeriiitah Daerah.
Pasal 11
(1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf { yang
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus melalui proses
peniilibian yang benar dan sestiai defigan peraturan pertundarg-
undangan sehingga terpilih Pihak Ketiga yang memiliki komitmen
antikofupsi.

(2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus
dijalankan dengan memenuhi kriteria palayanan publik yang
bersih dan ielayani.

(3) Pihak Kétiga dai masyarakat penetima layanan publik menjadi
mitra utama penerapan kebijakan antikorupsi.
Pasal 12
(1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mudah diakses
daii digtinakati oleh masyarakat.

perlindungan bagi pelapor.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 13

(1) Pemibiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(§) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. )

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturain Bupati itii mulai berlaku pada tanggal diuhdangkarn.




Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Diundangkan di Purworejo
pada tangga} 9 September 2023
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ABUPATEN PURWOREJO,




